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PERA URAN WALIKOTA EKALONGAN 

NOMOR : 2 T AH 2008 
I 

TENTANG \
1 

PENETAP NOMINALPAGU ~ GPERSEDIAAN 
PELAKS NAAN APBD KOTA\~EKALONGAN 

a. 

b. 

I. 

2. 

3. 

4. 

TAHON ANGGARAf 2008 

ALIKOTA PEKAL<i>NGAN 

I 
wa untuk memenuhi ket1 ntuan pasal 201 Peraturan Menteri 
am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pe gelolaan Keuangan Da;rah dan Pelaksanaan APBD Kota 
Pe alongan Tahun 2008 p;lu di atur ketentuan batas jumlah 
SP -UP dan SPP-GU pada asing-masing SKPD ; 

b wa berdasarkan pertimb gan pada huruf a tersebut diatas, 
Pe etapan Nominal Pagu Uapg Persediaan Pelaksanaan APBD 
Ko Pekalongan Tahun Abggaran 2008 perlu diatur dalam 
Pe turan Walikota; 

Un g-Undang Nomor 16 f ahun 1950 tentang Pembentukan 
Da rah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Joajakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tenmng Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II 
Pe ongan, Kabupaten Dati TI Pekalongan dan Kabupaten Dati 
II B tang ; 

Un ang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Pen elenggaraan Negara yan~ Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kol i dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
385 ); 

UndFg-Undang Nomor 17 r~un 2003 Tentang Keuangan 
Neg a (Lembaran Negara 1publik Indonesia Tahun 2003 
nom r 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286); 

Un g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perb ndahaaraan Negara (LemRaran Negara Republik Indonesia 
Tah 2004 Nomor 5, Tam~ahan Lembaran Negara Nomor 
4355; 

- I -



5. Undang-Undang Nomor ~ Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
eraturan Perundang-un I gan (Lembaran Negara Republik 

ndonesia Tahun 2004 N \ or 53, Tambahan Lembaran Negara 
omor4389); 

6. ndang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
engelolaan dan Tanggun awab Keuangan Negara (Lembaran 
egara Republik lndones Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
embaran Negara Nomor 00); 

7. ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
erencanaan Pemban ah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tah 1 2004 Nomor 104, Tambahan 
embaran Negara Repubr 

I 
Indonesia Nomor 4421 ); 

8. ndang-Undang Nomor 3 1Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
aerah (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2004 
ofuor 125, Tambahatt t Nbaran Negara Republik Indonesia 

otnor 4437) sebagaim! . telah diubah dengan Un~ang­
dang Nomor 8 Talmo ~005 tentahg Penetapan Petaturan 

P merintah Penggatlti Uh g-Undang Notnot 3 tallun 2005 
t tang Perubahan Uhdan -tJridang Nomor 32 tahun 2004 
te tang Pemerintahah Daerah menjadi Undang-Undang 
( embaran Negara RepubliR! Indonesia Tahtm 2005 Nomor 108, 
T bahan Lembaran Negari! Republik Indonesia Norn.or 4548); 

9. U dang-tJndang Nomor 33\f ahun 2004 Tentang Perimbangan 
K uangan Antara Pert1erin~ Pusat dail Pemerintahan Daerah 
(I mbaran Negara Repubt· fndonesia tahuh 2004 Norn.or 126, 
t bahan Lembaran Negar Nomor 4438); 

10. Pe atutan Pemerintah Nomo 21 Tahun 198~ tentang Perubahan 
13 s Wilayah Kotamady Daerah Tingkat 11 l>ekaiongan, 
kdbupaten Daerah, Tingka Ii Pekalongan, dan Kabupa_ten 
baerah fingkat Il Batang ( Lembaran Negara tt.epllhlik 
in onesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambaharl Lemba.ran Negara 
No or 33SJ ) ; 

· tahsi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
1 1. P*hrran Pemerintah Nomoi 24 Tahuh 2d.05 tentang Standar 

T un ~qo5 Nomor 49, T~bahan Lel:hbaran Negara Republik 
Ind nes1a Nomor 4503); 

12. Pe1fturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Oana 
Peqmbangan (Lembatan N gara Republik Indonesia Tahun 
200~ Nomor 137, t amba.Han Lemba.ran Negara Repub1ik 
Ind I nesia Nomor 4575); I 

13. Pe9turan Pemerintah Noryor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nmpor 140, Tambahan Lembaran 
Neg Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Pe an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Rep 1blik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lem aran Negara Republik ln onesia Nomor 4614); 

15. Pera an Daerah Kota Pek3t1ongan Nomor 7 Tahun 2003 
ten g Pokok-Pokok Pengelplaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran I aerah Nomor 37 Seri D Nomor 
32)· I 

, \ 
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Memperhatikan : 

Menetapkan 

Pera ran Menteri Dalam N eri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Peda an Pengelolaan Keuang I Daerah. 

l\tkMUTUS I : 
\ 

TAPAN NOMINAL lPAGU UANG PERSEDIAAN 
SANAAN AP13D pt A PEKAiONGAN T AHUN 

ARAN 2008. . \,\ , 

. ' A]j t 
I 11 I 

btkN uAN UMtnU: 

Dalarn J>eraturan Walikota ini y g dimaksud dengan : 

1. ggaran Pendapatan dan elanja Daerah, se!anjutnya di,~ingkat 
BD adalah rehcana ke gah tah'utian Pernerintabah Kota 

P kalongan yang telah d ahas dan clisetujui bersarna oleh 
P m.erintah Kota Pekalong~ clan DPRD Kota Pekalorigan, dan 

etapkan dengari perahu-ati ~rah ; 
. I . 

2. S tuan Kerja Pet-angkat aerah yang selanjutnya disingkat 
S D adalah perangkat · daerah t,ada Pemerinuih kota 
~. killongan selaku penggun anggararl/pengguna barang ; 

3. S · an Ketja Perigelola K
I 

uangan Daerah yang selanjutnya 
d! ittgkat sKPKrl adalah ~,erangkat' daerah pada Pemetihtah 
K' ta Pekalongan s.elaku pepgguna arlggaran/pengguna batang, 
y g juga inelaksaliakan pengelolaan keuangan daerah ; 

4. s· t Perrhintaan Pembayarb yang selanjutnya disingkat SPP 
ad ah doktlrtien ylilig diterbipcan oleh pejabat yang bertanggtllig 
Ja ab atas pelaksahaan kel' atan/bendahara pengeluararl uhtuk 
fu gajukan perniintaan pem ayaran ; 

5. SP Uang Persediaan yan selanjulliya clisingkat spp ... LJp 
ad ah doklrrhen yang diaj4kan oleh bendahara pengeluat~ 
lib permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisit:1.n 
ke , bali (revolving) yang tidak da~at dilakukan dert~tui 
pe bayaran langsung ; 

6. SP Ganti Uang Petsediaan£g selar\ltitnya clisingkat St>Ji-OU 
a· ah dokumen yang diaj an oleh 6endaharan pengeluaran 
un permintaan pengganti g perSediaan yang tidak dapat 
dil an dengan pembayar~ langsung ; 

7. S';11:\l. Perintah Membayar ~ang selanjutnya disingkat SPM 
adalF dokumen yang digunakan/cliterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beb pengeluaran DPA-SKPID ; 

8. Sura Perintah Membayar Ul:\11-g Persediaan yang selanjutnya 
clisft SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
peng a anggaran/kuasa pen~guna anggaran untuk penerbitan 
SP2 atas beban beban engeluaran DPA-SKPD yang 
dipe akan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan ; 
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9. Surat Perintah Memb ar Ganti Uang Persectiaan yang 
s~lanj~tnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
d1terb1tkan oleh peng {\ anggarab/k:uasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D I as beban pengeluaran DPA-SKPD 
ang dananya ctipergun untuk mengganti uang persectiaan 
ang telah dibelanjakan ; 

1 
\ • 

10. urat Perintah Pencairan ana yang selanjutnya disingkat SP2D 
dalah dokumen yang di 1

1 
akan sebagai dasar pencairan dana 

ang diterbitkan oleh BU \ :rdasarkan Si>M. 

I . 

NOMINAL uJ ~ERSEHIAAN 

P al 2 

(1) Pe entuan besaran atau n~\ lnal Pagu Uang Persediaan setiap 
Sa an Kerja Perangkat Da rah ditenttikan berdasarkan jumlah 
pa anggaran belanja langs 

I 
g dilaµ-ru;J.gi belanja modal masing-

m ing SKPD yang bersan tan pada t;hun Anggaran 200g ; 
. I L 

(2) Int al uang persediaan d.µcelotrtpdkkah dalatn 4 kelotrtpok 
j ah pagu anggatan masing,..masing SKPD 

Pasal 3 

(1) Pen elompokah jumlah pagu fll)gganin SKPD sebagaimana Pasal 
2 ay t (2) adaldh sebagai berikfu: 

a. 

b. 

C. 

agu anggW'ah sampai dengan Rp 500.000.000,00 

agu an~glil-Mi lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dehgan 
P 1.006.om>.doo,oo 

agu anggifran lebih dari Rp 1.000.000.000,00 sampai detigan 
p 2.000.000.000,00 

d. 1> gu an~~M diatas Rp 2.000.000.odb,oo 

(2) Blsa ya jumlah uang persediaan maslt1g-masing SKPD sebagai 
ben1c t: 

a. P gu anggaran sampai dengan Rp 500.000.000,00 sebesar 
1 2 dari pagu anggaran atau setinggi-tingginya 
R 50.000.000,00 

b. P u anggaran lebih dari Rl 500.000.000,00 sampai dengan 
R 1.000.000.000,00 sebesar 1/16 dari pagu anggaran atau 

I 
se ·nggi-tingginya Rp 75.000.000,00 

c. Pa anggaran lebih dari Rp\ l.000.000.000,00 sampai dengan 
Rp 2.000.000.000,00 sebesar 1/18 dari pagu anggaran atau 
se ggi-tingginya Rp 100.000.000,00 

d. Pa u anggaran d.iatas Rp 2.0 0.000.000,00 sebesar 1/24 dari 
anggaran atau setinggi- gginya Rp 200.000.000,00 
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Aedoman bagi masing-mas 
1

~ SKPD adalah : 

a Formulasi proporsi, ·tu apabila pagu anggaran dikalikan 
proporsi sesuai keten berjumlah lebih kecil atau sama 
dengan pagu setinggi- 1gginya uang persediaan, dibulatkan 
keatas dalam jutaan rup 

b Formulasi pagu sef ggi-tingginya yaitu apabila pagu 
anggaran dikalikan pro rsi sesuai ketentuan berjurnlah lebih 
besar dari pagu setinggi \ ingginya uang persediaan 

(4) P gu Definitif adalah bes an uang persediaan yang disediakan 
d ditetapkan walikota un 

1

1 

dijadikan pedoman bagi masing-
ing SKPD. I 

(5) P Definitif uang 
I 
Frsediaan masing-masing SK.PD 

se agaimana terlampir. 

P¥al 4 

Walikota ini rnulai berlhlru sejak tanggal diundangkan. 
Agar etiap orang mengetahuiAya, memerintahkan pengundangan 
Peratur W alikota ini dengan p nempatannya dalam Berita Daerah 
Kota P alongan. 

I 
I 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 3 Januari 2008 

W ALIKOTA PEKALONGAN 

ttd. 

MOJIAMAD BASYIR AHMAD 

Diundangkan dalam Berita aerah Kota Pekalong~ Tahun 2008 Nomor 2 

Pih. SEKRET 
KOTAPE 

I SDAERAH 
ONGAN 
inistrasi 

Pembina U a Muda 
N1P. 080 0 2 316 
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Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan 

I\ 
Nomor : 2 Tahun 2008 
Tanggal : 3 Januari 2008 

I 
PAGU DEFINITI UANG PERSEDIAAN MASING ~ ASING SKPD TAHUN ANGGARAN 2008 

I 
PAGU 

KODE URUSAN P EMERINTAHANAN DAERAH ANGGARAN PROPORSI PAGU DEFINITIF 
I BL- BM l 

1 2 II 3 4 5 

1.01 . 1.01 .01 Dinas Pendidi an I 23,896 979 850.00 995 707 493.75 200 000 000.00 
1.01 . 1.01 .02 Badan Arsip [ a ta Elektronik dan Perpusda 1 479 526 000.00 82 195 888.89 82 000 000.00 
1.01 . 1.01 .03 SMPN 1 162 788 000.00 13 565 666.67 14 000 000.00 
1.01 . 1.01 .04 SMPN2 138 824,000.00 11 568 666.67 12 000 000.00 
1.01 . 1.01 .05 SMPN3 121,361 000.00 10,113 416.67 10 000 000.00 
1.01 . 1.01 .06 SMPN4 402 338,500.00 33 528 208.33 34 000 000.00 
1.01 . 1.01 .07 SMPN 5 129 454 000.00 10,787 833.33 11 000 000.00 
1.01 . 1.01 .08 SMPN6 I 161125,000.00 13,427 083.33 13 000 000.00 
1.01 . 1.01 .09 SMPN7 I 148,963 000.00 12,413 583.33 12 000,000.00 
1.01 . 1.01 .10 SMPN8 I 150 4 78 000.00 12 539 833.33 13 000,000.00 
1.01 . 1.01.11 SMPN9 110 391 500.00 9 199 291.67 9 000 000.00 
1.01. 1.01.12 SMPN10 243 428 000.00 20 285 666.67 20 000,000.00 
1.01 . 1.01 .13 SMPN 11 131 072 000.00 10 922 666.67 11 000 000.00 
1.01 . 1.01 .14 SMPN12 , 1 303 618 300.00 25 301 525.00 25 000 000.00 
1.01 . 1.01 .15 SMPN13 I 157 074 000.00 13 089,500.00 13 000 000.00 
1.01 . 1.01 .16 SMPN14 I 168 030 000.00 14 002,500.00 14 000 000.00 
1.01 . 1.01 .17 SMPN15 108105 500.00 9 008 791.67 9 000 000.00 
1.01 . 1.01.18 SMPN16 

' 128 023 600.00 10 668 633.33 11 000 000.00 
1.01 . 1.01 .19 SMPN17 I I 131 440 000.00 10 953 333.33 11 000 000.00 

r-- 1.01 . 1.01 .20 SMAN 1 I 207 764 000.00 17 313 666.67 17 000 000.00 
1.01 . 1.01 .21 SMAN2 195 714,000.00 16,309,500.00 16 000 000.00 
1.01 . 1.01 .22 SMAN 3 201 138 000.00 16,761 500.00 17 000 000.00 
1.01 . 1.01 .23 SMAN4 204,626 000.00 17 052 166.67 17 000 000.00 
1.01 . 1.01.24 SMKN 1 247 824 000.00 20 652 000.00 20 000 000.00 
1.01. 1.01.25 SMKN2 396 433 000.00 33 036 083.33 33 000 000.00 
1.01 . 1.01.26 SMKN3 389 266 000.00 32 438 833.33 32 000,000.00 
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehat an Kota ,6 675 470 000.00 278 144 583.33 200 000 000.00 
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaa n lmum 6,531 902 000.00 272 162 583.33 200 000 000.00 
1.03 . 1.05,01 Dinas Penataa n I ota dan Lingkungan Hidup 5,354,089 900.00 223 087 079.17 200 000 000.00 
1.06 . 1.06.01 Baooeda 5 139 458 600.00 214144,108.33 200 000 000.00 
1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubu ng n 1 667 452 000.00 92 636,222.22 _ __gQQ_0,000.00 
1.10 . 1.10.01 Kantor Kepend ud1 kan dan Capil 1,131420 000.00 62 856,666.67 63 000 000.00 
1.13 . 1.13.01 Kantor Kesejah ter an Sosial 1 165 266 800.00 64 737 044.44 65,000 000.00 
1.13. 1.14.01 Dinas Tenaga Ke1 a dan Transmigrasi 1,478 314 000.00 82 128 555.56 82,000 000.00 
1.15 . 1.15.01 Dinas Perindustrian, Perdaqanqan dan Kooerasi Ii 1671350000.00 92 852 777.78 93,000 000.00 
1.15 . 1.15.02 Dinas Pasar dan Redaganq Kaki Lima 1 877 322 670.00 104 295 703.89 100 000 000.00 
1.17. 1.17.01 Kantor Pariwisata aan Kebudavaan I 821 533 476.00 51 345 842.25 51 000 000.00 
1.19 . 1.19.01 Kantor Kesatuan Banqsa dan Linmas 2 221180,000.00 92,549 166.67 93 000 000.00 
1.19 . 1.19.02 Kantor Satuan Poli si Pamong Praia 1,1064133000.00 59 118 500.00 59 000,000.00 
1.20 . 1.20.01 DPRD 0.00 0.00 ·-~ 
1.20 . 1.20.02 KOH dan WKDH 0.00 0.00 0.00 

~ 1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 
a. Baqian Pemerin ahan 1 739,233 000.00 96 624 055.56 97 000 000.00 
b. Baqian Kepega1 aian 4,587,299,000.00 191 137 458.33 191 000 000.00 
c. Bagian Humas 741,283,000.00 46 330 187.50 46,000,000.00 
d. Bagian Kesra 3.334 061 000.00 138 919,208.33 139,000,000.00 
e. Bagian Umum 16,506,425 001.00 562 767 708.38 400,000 000.00 
f. Bagian Aset 1,575 518 000.00 87 528 777.78 88 000 000.00 
g. Bagian Organisasi 336 595 000.00 28 049 583.33 28 000,000.00 
h. Bagian Hukum 419 085 000.00 34 923 750.00 35,000 000.00 
i. Bagian Minbang 207 200 000.00 17 266 666.67 17 000 000.00 
i. Bagian Perkonon ian 11740 888 000.00 46 305 500.00 46 000 000.00 
k. Bagian Keuanga1 868 713 000.00 119 529,708.33 120 000 000.00 

1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPRD ' 388 573 000.00 224 523 875.00 200 000 000.00 
1.20 . 1.20.05 Badan Pengawas Daerah 949 320 000.00 59,332 500.00 59 000 000.00 
1.20 . 1.20.06 Kecamatan Pekalon! a n Utara 1 082 494 000.00 60,138 555.56 60 000 000.00 
1.20 . 1.20.07 Kecamatan Pekalon! a n Selatan 979,147 000.00 61,196 687.50 61 000 000.00 
1.20 . 1.20.08 Kecamatan Pekaloni a n Barat 1 253,590 480.00 69 643 915.56 __lQJ)00,000.00 
1.20 . 1.20.09 Kecamatan Pekaloni a n Timur 1.~54 325 400.00 64 129 188.89 64,000 000.00 
1.20 . 1.20.10 Dinas Pendapatan Daeral 1.e99,s22 000.00 105 529 000.00 100,QQ0,000.00 
1.20. 1.20.11 Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 691 222 000.00 43 201 375.00 43 000,000.00 
1.22 . 1.22.01 Badan Pemberdayaan Ma yarakat dan KB 3 35 715 500.00 159 821 479.17 160 000,000.00 
2.01 . 2.01 .01 Dinas Pertanian, Peternak n dan Kelautan 3 86 235 940.00 128 593164.17 129 000 000.00 

117 291 123 017.00 5 508 394 511.32 4 328 000 000.00 

WALIKOTA PEKALONGAN 
Cap 

ttd 
MOHAMAD BASYIR AHMAD 
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' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

